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SALINAN I

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 23 1 /PP.o a.2-Kpt | 32tB I Kab I xt / 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA IANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPU,NCAR

KAE}UPATEN PANGANDARAN DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan IJmLlm,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peratural Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2OL7, yang menyatakan PPS menetapkan

petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud. pada

ayat (4) dengan Keputusan PPS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanab

dimaksud . . .
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dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar Kecamatan

Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemithan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandarana di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

201-2 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53631;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2A2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2O

tentang Pembahan Ketiga atas UndangUndang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, d.an Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Ind.ependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan
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Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraa.n Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2OtT tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihal Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al7 Nomor 1a98);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tatrapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenflBaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali. . .
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Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak L,anjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9

(COWD-|9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Cororra.Virus Disease 2Ol9 (COWDl9) {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 1O68);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 IPP .A6 .a lKpt / 03 I l<PU lll I 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemithan Umum Nomor

47 6 I PP.Aa.2-Kpt / A 7 / WU I X I 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Keputrrsan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66IPP.O6 .a /Kpt/ 03 IKJU llU 2O2A tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 IPL.O I .S-KpI/KPU-

Kab /X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Frogram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

sebagaimana
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor 35. 1 /PP.OI.2-Kpt I 3218 lKab /Vll 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 2361PL.01.5-

KptlKPU -Kab /X/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 / PL.O2-Kpt I 32 I 8 I Kab / W I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 3O4|PP.O4.2-SD l32l8lKPU-Kab/X l2O2O Perihal :

Penetapan Petugas Ketertiban TPS tanggal 19 Oktober 2O2O;

8

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{TELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

di Desa Langkaplancar Kecamatan Lang!<aplancar

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KEDUA

untuk
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untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan

Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandareur Tahun

2O2O dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangand aran Tahun 2O2O.

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1

(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2O2O

sampai dengan 23 Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai

laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LANGKAPI.ANCAR,

BURHANUDIN

aslinya
PEMILIHAN UMUM

ttd

M

G

Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 2s 1 / PP.o a.Z-Kpt | 32rB / Irlab I xr I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

LANGKAPLANCAR KECAMATAN

LANGKAPLANCAR KABUPATEN

PANGANDARAN DAI,AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara {TPS 1}

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara {TPS 3}

NO NAMA L\P ALAMAT

1 MUMU MUTAKIN L
DUSUN GIRIKARYA RT 03 RW 01

DESA LANGKAPLANCAR

2 YUSMAN L
DUSUN GIRIKARYA RT 07 RW 02

DESA T,ANGKAPI.,ANCAR

NO NAMA L\P ALAMAT

1
ABDUL HAMID

SARIPUDIN
L

DUSUN GIRIKARYA RT 03 RW 01

DESA LANGKAPLANCAR

2 HERDIAWAN L
DUSUN GIRIKARYA RT 05 RW 02

DESA I-ANGKAPT,ANCAR

NO_ NAMA L\P

1 AFIF
L DUSUN GIRIKARYA RT 05 RW 02

DESA LANGKAPLANCAR

ALAMAT
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2 HERNA HERDIANSYAH L
DUSUN GIRIKARYA RT 09 RW 02

DESA LANGKAPLANCAR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 ANDI L
DUSUN CIJALU RT 01 RW 03

DESA LANGKAPLANCAR

2 JAKA L
DUSUN CIJALU RT 01 RW 03

DESA LANGKAPLANCAR

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 DODI HARTONO L
DUSUN CIJALU RT 03 RW 03

DESA LANGKAPLANCAR

2 MUMU TURMUDI L
DUSUN CIJALU RT 02 RW 03

DESA LANGKAPLANCAR

F. Tempat Pemungutan Suara {TPS 6}

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 BAIS L
DUSUN CIPANCUR RT 05 RW 04

DESA LANGKAPLANCAR

2 HERMAN L
DUSUN CIPANCUR RT 06 RW 04

DESA LANGKAPI.ANCAR

NO NAMA L\P ALAMAT

1 AAN L
DUSUN CIPANCUR RT 04 RW 04

DESA LANGKAPLANCAR

2 UBAEDILAH L
DUSUN IANGKAPI,ANCAR RT 01

RW 05 DESA LANGKAPI,ANCAR

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 IPIN L
DUSUN LANGKAPLANCAR RT 05

RW 05 DESA I,ANGKAPLANCAR
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2 MARPUDIN L
DUSUN LANGKAPLANCAR RT 04

RW 05 DESA LANGKAPLANCAR

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

J. Tempat Pemungutan Suara {TPS 10)

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O20

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LANGKAPLANCAR,

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 DARISMAN L
DUSUN GALUNGGUNG RT 02

RW 06 DESA LANGKAPLANCAR

2 WAWAN L
DUSUN GALUNGGUNG RT 01

RW 06 DESA I.ANGKAPLANCAR

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 APIPUDIN L
DUSUN GALUNGGUNG RT 04 RW 06

DESA LANGKAPLANCAR

2 RAHMAT L
DUSUN GALUNGGUNG RT 03 RW 06

DESA LANGKAPLANCAR

Hukum,
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